PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAEARAH

WILAYAH KABUPATEN BANGKA
1 Ahinsd Yan! (Jalur Dua) Telp. (07 17) UPRR L
SUNGAILIAT

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEEKNIS BADAN KIGUANGAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 188 1/0b/UPTE BANGKA /2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUNGAN DAERAH
PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR = 188.4/08/UPTB.BANGKA /2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIL
AN MELAYANI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,

bahwa Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan
terakhir kalinya dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana
Teknis Badan Keuangan Daeah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 188.4/06/UPTB-BANGKA /2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Unit Pelaksana
Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Nomor
188.4/08/UPTB.BANGKA/2018 tentang Pembentukan Tim
Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayan)
Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten

Bangka;,

Menimbang :@: a

b. Bahwa mengingat adanya mutasi Pejabat Struktural Eslon IV
di Lingkungan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Wilayah kabupaten Bangka dan penggantian Ketua
Tim Kerja, serta adanya penambahan anggota Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas Menuu Wilayah Bebas dan
Korups: dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani pada
Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan daerah Provinsi



Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Unit
di;ndnu:: perlu menetapkan Keputusan D::.:;h Provinsi

Umt
Provinsi

Pelaksana Teknis Badan Keuangan
Jayah Klb“ﬂ:n :

Kepulauan Bangka Belitung W
| Atas Keputusan
v Daerah

Tim Kti:ll
Bebas Dan Korupst

Melayani Pada Unit
Daerah Provinst Kepulauan

Kabupaten Bangka,
1994 tentang

. 28 tahun :
i s, SRR RBersih dan Bebas dart Korupsi,

Mengingat ]
Negara Republik Indonesia

Penyelenggaraan Negara Yang
bahan Lembaran Negara

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Tahun 1999 Nomeor 175, Tam
Republik Indonesia Nomor 3851);
31 Tahun 1909 tentang

Korupsi (Lembaran Negaran

Undang-undang Nomor
140, Tambahan

Pemberantasan Tindak Pidana

republik Indonesia Tahun 1999 Nomor U

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);;

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Mentenn Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayana: (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 671);

(&

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 99
Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri D).

':'.'.H

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan _I(e:*pala Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan
Daeah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten
Bangka tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
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